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PEMERINTAH KABUPATEN PESI'IR'EI.ATAN

IDINAS PENI}IIDTKAN IDAN KMBT}DAYAAIV

Jl. H. Agus Salim - painan Telp (0756) Zt6A2

SUnItT PERIEilIItrIY PEI}IBERItrN BtrIYTTT6H
DIINIT IILOKtrSI IIHUSUS TISIII

BID}lilG PEilDIDIIITIN Ttr. 2O2O

IGEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER ?;O2O)

Antara

E}IERIIITAH IIAERAH IOBUPATEII trSISIR STI.ATA}I

dengan

IGFAIN SEIIII.AH SITEI ISIIIERA

Nomor : 29 ltttlSARpRAS/DAt(pSMp/$lt K/DpK-pSIZOZO
Tanggal : 02ApRIL2O2O

Pada hari ini Kamis hnggal Duabulan Apriltahun Dua rtbu dua puluh, Karniyang bertanda tangan di

=rrah ini :

r. Nama : ELIDARIITM.pd

L Jabatan : Kuasa pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

3. Alamat : Jl. H. Agus Salim - painan

ffiindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan

=hnjutnya disebut ?IHAK ZERTAMA

1. Nama : Drc. ABD AzfiZ.&M.Pd
z. Jabatan : Kepala UpT SMPN I Sutera
3. Alamat : Jl. Sei Sirah Surantih

Be'rtlndak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati peisir Selatan No.
&14300/BKPSDM-2017 Tanggal 7 Agustus 2017 yang setanjutnya disebut pfHAK KEDttA.
?DlAx PERTAI'|A dan PIHAK KEDUA secam bersama terlebih dahulu menjetaskan dan menyadari
qonerruhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

F Pasal 1l ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan serta menjamin tersetenggamnya pendidikan yang bermutu bagi seUap warga
negam tanpa diskiminasi;



Nunor SPPB
Tanggal

: 29/IV. TSARPMS/DAKPSMPNNK/DPK-PS2L2T: 02April20ZA

> hsal 45 ayat (1) : sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setlap satuan pendidikan formalfut non formal menyediakan saEna dan prasarana yang rnennenuh! keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosiat,ernosbnal, dan kejiwaan pesefta didik;

> kl45 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungawab bersama anhra pemerintah,
Fernerintah daemh dan masyar:akag

> hsal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
anggEEn pendidikan sebagaimana diatur dalam pasar 31 ayat (4) undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan plasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasbnal' sehingga Pemerintah berupaya mendorong pemerin.tah provinsi, tGbupaten/Kota
rnehkukan tindakan nyata datam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadappendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);3' Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 42 tentang standar Nasional pendidikan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perafuran pemerintah Nomor 13 Tahun2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untukrnenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berketanjutan dalam rangka meningkatkan mutupendidikan;

+ Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. gg rahun 201g ranggal 30 Desember 201gEntang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 rnenentulon bahwa kegiatanpeningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia pembangunan sekolah secara swaketolayarg ditetapkan oleh Kepala sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemenberbasis sekolah;

5' Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. rl rahun 2020Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasionat penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Fbik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;
6' Bahwa untuk peningkatan prasanna pendidikan disediakan anggaran metalui DokumenFdalcsanaan Anggaran (DPA) Nornor 1.01.01.1.01.01.01.16.g3 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan sarana Prasarana sekoiah Menengah pertarna (DAK Regule r 2a20;
ini rnenyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian
Dana Abkasi Khusus (DAK) Bidang Pendidilon Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuanF*-1rarat seperti dalam pasaFpasal di bawah ini :

Falr;ranfu*ot



Nornor SPPB
Tanggal

: 294!/SARPMS/D AKPSMPtSTtw/CpK-pSnA2|
: 42Ayril2020

,"k r:"fffruj*un
krimjhn ini sebagai bagian dari petaksanaan program D.AK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
ut* mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekotah Menengah
krtarna dengan hrjuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan ssuai dengan standar nasional
ptdiJikan. Pihak Kedua bersedia melalcsanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
Gansar serta bertanggunqjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

krpnjian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMpN 1 Sutera yang
nndiputi :

1. Pembangunan Jamban Siswa/Guru,

Pasal 3

Jangka Waktu pelaksanaan

L Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalarn Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari
kahnder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
rekening PIHAK NEDUA.

z PrHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling
knbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Fendidikan Tahun Anggaran ZOZO di rekening PIHAK IGDUA.

3' Fdaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada hnggat 30 Desember
2020.

Pasal 4
prinsipprinsip pekerjaan

hiri>prinsip dalam petaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L hhksanaan dikerjakan dengan mekanisme swatcelola,

2- knerapan asas efektifitas, efisiensi, hansparansi dan akuntabilitas,

3- Fengutamaan partisipasi maqfarakat datam pengelotaan kegiatan,

{- optimalisasi kualibs pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

fu@b, PenirerianBantuan



NomorSPPB
Tonggal

: 29/tVtSAPPP;As/DAKpStvtplClWDpK-pSna0
: 02April2020

Fasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PIHAK PERTAMA :

a) trbnyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidlkan

nrelalui satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan
sebagaimana dimaksud datam pasal 3.

h) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di ungkat
Kabupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosiatisasi dan/atau pendampingan petaksanaan DAK Bidang
Pendidikan.

d) l'telaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun petapomn kegiatan DAK Bidang pendidikan.

?. PIHAK KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap petaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di ungkat
satuan pendidikan (Sekolah).

I 
b) Membeniuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekotah).

I 
, 

I:[.XtjI 
keadaan fisik dan keuansan serta penssunaannya secara periodik kepada prHAK

I o Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK

[ ,ERTAMA.

I
I
I easal e

I 
t"taksanaan pekerjaan

I enaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

I a' PrHAK IGDUA dalam metaksanakan kegiahn harus metibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

| *O.gaibagianintegralmanajernenberbasissekolah,

I u mnax NEDUA datam mengetota DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus seuai dengan petunjuk TeknisI

t 3-:illl 
operasionat DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

I 
c' PrtlAK KEDUA membuat laporan se€rtr berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekefiaan

I Eeada PIHAK pERTAtrt/[,

! 
r' mnx (EDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada prHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

I beotan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

I c' IEIAK IGDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serh

I ,**ran keuangan dari hasit pekerjaan,

I 
t' muK xEDUA berkarajiban memungut dan sekatigus menyetorlon pajak-pajak yang terl@it dengan

I ,**rman pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan

] *,*ng-undangan,

I
t .*-fa,;ry'na pemberian Bantuana4
I
It
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g Plllx( XEDUA berkemjiban metakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang
frnnglen dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L PIHAK ilEDUA wajib menyimpan seturuh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
Arpgaran 2020,

L FIHAK IGDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
kndkiikan Tahun Anggaran zoz0 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

. Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

a. hhm pengawasan/pemeriksaan dan pengendatian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oteh tenaga
Fasilitator yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

u' PIIIAK PERTAMA mempunyai hak untuk menotak seuap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
hetentua n pelaksanaa nnya,

Pasal I
.Iurnlah Dana Bantuan

L DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
xEDUA sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembangunan jamban sisara/guru = Rp. 100.000.0@,_

L hla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunalon untuk kegiatan sebagaimana dimakud dalam
kt2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

krgahrran penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

L T*rap I : 25o/o (Dua puluh Iima perseratus) dari keseturuhan dana s,wakelola setelah perjanjian ini
dhndatanganikedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PTHAKPERTAMA,

2' Tdrap rr:45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseturuhan dana swaketola apabila pekerjaan tetah
rumpai bobot 209o (Dua puluh perserahrs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
phrjaan,

t Tilap Itr : 300,6 fliga puluh perseratus) dari keseturuhan dana
rmnpai bobot 650/o (enam puluh lima persemtus), dilengkapi

tanajmn pekerjaan.

s-wakelola apabila pekerjaan telah

dengan dokumentasi dan progress

"hAfryra Penbrion Banuqt
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Ba pernbayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK XEDUA dengan rincian sbb :

llana Rekening :

tlqnor Rekening : 04$).O2f0.26923-O

llama Bank : Bank Nagari Cabang Painan

Pasal 1O

Fore Majeure

L Fore Majeure adalah suafu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan Udak dapat

drindarlon sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

ahm, epidem ik, peperangan, pemogoka n, sabotase, pemberontakan/kerusu ha n.

L Apabila terjadi fore majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waKu 14 (empat belas) hari sejak

Erjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

3- Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

rnaka PIHAK PERTAIIIA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

atau menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

+ Apabila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

digunakan untuk menambah volume atau sasaftln dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L Jika sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana Grsebut harus

disetorlon kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Peftanggungiawaban

L PIHAK IGDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan

peRerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

L PIHAK (EDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAIIIA dokumenhsi kegiatan

krta kelenglopan adminisfrasi lainnya pada hhapan pencairan dana.

tud fuiEr'*, Pemberian Bo*qt
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Tangal
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: 02April2020

a l.ryran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

tEltTAllA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

Fktrjaan, dilamPiriantara lain :

a) Bertta Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnYa,

c) Bukti setoran Paiab

d) Bukti teknis pekeriaan.

Pasal 13

Sanksi

L Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

tr#ntuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar renclna, maka PIHAK PERTAMA

sectra sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaa n tercebut.

L Fenrutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

nrengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanki sesuai dengan

k#ntuan perundang-undangan.

Pasa! 14

PENUTUP

Enkian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

frygal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

fu,nrabrei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAM&
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA,

b [Uirtiio Pemberian Banfimn

2 001


